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BAB I 

PEND AUL UAN 

A. Latar Belakng Masalab 

Tgas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal I Undang-Undang 

No.14 Tahun 1970) 

Meskipun semua sengketa yang masuk ke pengadiian menjadi kewajiban 

para hakim untuk memeriksa dan mengadilinya, tetapi sudah menjadi kewajiban 

seorang hakim untuk mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak 

sebelum proses pemeriksaan dilanjutkan 

Apabila usaha perdamaian yang telah dilakukan menemui ke gagalan, proses 

pemeriksaan akan segera dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada pihak 

yang dgugat untuk menjawab gugatan tersebut, baik secara lisan maup un secara 

tertulis. 

Tentang jawaban tergugat dapat berupa pengakuan maupun bantahan 

Jawaban tergugat yang berupa bantahan dapat terdiri dari dua macam yaitu: 

I. Bantahan tergugat yang langsung mengenai pokok perkara yang disebut 

dengan "sangkalan". 

2. Bantahan tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut 

dengan Eksepsi atau Tangkisan 

Sudikno Mertokusuma, Hulum Acar Perdata Indonesia, Liberty, 
Yogyakartya, 1982, heal.95 

I 
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Dari hal-hal tersebut di atas, penulis akan membahas lebih lanjut tertang 

jawaban tergngal yang tidak langnng mengenoi pokok perkara ta eksepr 

Jawalan tergugal yang tidak langsung engeni pokok perkara ini menyangkat 

beberapa hal yaitu antara lain meyangkut tentang kewenangan hakim, baik 

kewenangan secara absolut mapun secara relatif Het Herziene Indonesiche 

Reglement (HIR) hanya mengatr perihal eksepsi yang berhubungan dengan 

tidak wenangnya hakin tntuk memeriksa dan mengadili suatu perkra, yaitu 

eksepsi yang menyangkut tentang keknasaan relatif dan eksepsi yang 

menyangkut tentang kekuasaan absolut. 

Eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif menyatakan bahwa 

Pengadilan Negeri tertentu tidak berwenang untuk memeriksa dan me ngadili 

suatu perkara tertentu karena perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan 

Negeri lain. Eksepsi ini diatur di dala Pasal 125 (2) dan Pasal 133 HIR 

Sedangkan eksepsi yang menyangkut tentang kekuasaan absolut menyatakan 

bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dikrenakan perkara terse but enjadi wewenang badan peradilan lain, 

misalnya gugatan tentang perceraian bagi orang-orang yang beragama Islan 

adalah wewenang Fengadilan Agama Hal ini diatur didalam Pasad 134 HIR. 

Dari adanya bermacam-macam eksepsi tersebut di atas, penulis 

mengemukakan beberapa perasalahan yang mungkin terjadi dan perlu untuk 

diselesaikan. Terutama mengenai akibat hukumnya apabila suatu eksepsi it 

diterima, dan bagaimana pula akibatnya jika suatu ekepsi ditolak. Bagaimana 

suatu eksepsi itu dapat diterimna dan dapat jga ditolak. Suatu eksepsi dapat 
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diter ima, apabila hal-hal yang diajukan didalam eksepsi tersebut cukup beralasan, 

dan aka ditolak jika tidak ada alasan yang cukup. Apa alasan atau 

pertimbangar-pertimban gan hakit dalam me nerira dan menolak suatu eksepsi 

Dan bagaimana bentuk-bentuk eksepsi di dalam praktek 

Berbagai perasalahan yang penulis kemukakan, bahwa dengan adanya 

eksepsi berarti memberi kesempatan kepada pihak yang digugat untuk berusaha 

agar gugatan pengggnat ditolk atnu setidak-tidaknya tidak dopat diterima, 

dengan alasan heal-hal yang diluar pokok perkara, sehingga perlu sikap waspada 

dari seorang hakin dala me nanggapi dan menerima suatu eksepsi. begitu pula 

terhadap seseorang yang akan mengajukan ggatan ke pengadilan, perla 

diperhratik:an heal-heal yang dpt mengakibratkn ditolaknrya ataa tidak diterianya 

gugyfan karena adanya eksepsi 

Contoh kasus 

Adapun duduk per karanya sebragai berikut . Bahwa IH.Moch Badri daa 

Ny. Sofiah Badri selaku Ter gugat I dan Tergugat LI yang berkedudukan di jalan 

Kolopaking no.47 Kebumen telah menerima kredit berupa pinjanan rekeming 

koran sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan kewajiban 

me mbayar bunga berupa bunga PRK sebesar 28% per tahun serta denda untuk 

setiap keterlambatan pembayaran bunga tertunggak (penalti overcue) sebesar 

1%. Adapun jaminannya berupa sebidang tanah dan bangnan, dan I (satu) unit 

mobil tangki 

Dalam heal ini bertindak selaku Penggugat melawan PT. Bank Duta 

Cabang Semarang yang berkedudukan di jalan Anggrek Raya, Semarang, yang 
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dalam hal ini diwakili oleh Boy D Joenoes dan Zairman yang berkedudukan 

sebagai Chief Manager dan Marketing Manager PT Bank Duta Cab. Smg telah 

melakukan lelang umum terhadap jaminan. Dan hasil bersih penjualan lelang 

setelah dipotong pajak lelang sebesar Rp.20.861.315 (Dua puluh juta delapan 

ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah) dipergunakan untuk 

menurunkan sebagian kewajiban tergugat namun masih ada sisa kewajiban 

ergugat scbesar Rp.37.456.517,42 (Tiga puluh tujuh juta empat ratus hima puluh 

enam ribu lima ratus tujuh belah rupiah, empat puluh dua sen) 

Demikianlah beberapa permasalahan yang penulis kemukakan, sehingga 

dari permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mengadakan penelitian 

tentang eksepsi serta akibat hukumnya dalam rangka penyusunan secbuah skripsi 

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka penulis mengajukan 

judu! : TINJAUAN HUKUM TENTANG EKSEPSI SERTA AKIBAT 

HUKUMNYA DALAM SENGKETA PERDATA (STUDI KASUS DI 

PENGADILAN NEGERI SEMARANG] .. 

: ­  +  -· . . .  .. . 
.. + 

- .. • 

' B. Pembatasan Massa la h 

' 
Jawaban tergugat dapat berbentuk pengakuan maupun bantahan. 

Bantahan dapat terdiri dari 2 macam yaitu bantahan yang langsung mengenai 

pokok perkara, disebut dengan "sangkalan", dan bantahan yang tidak langsung 

mengenai pokok perkara, disebut dengan "tangkisan atau eksepsir". Maka penulis 

membatasi masalah ini pada bantahan tergugat yang tidak langsung mengenai 

pokok perkara atau eksepsi, serta akibat hukumnya di Pengadilan Neger 

% 

' ,+ 

+ 

---- t 
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Semarang. Juga pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerima atau tidak 

menerma suatu eksepsi. 

C Perumusan Masalah 

Dari gambaran permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut 

L. Bagaimanakah alasan atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 

menerima dan menolak eksepsi dari Tergugat ? 

2. Apakah akibat hukumnya bila suatu eksepsi diterima, dan bagaimana jika 

ditolak ? 

D, Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah. 

I. Untuk mengetahui alasan atau pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap 

eksepsi yang diterima dan yang ditolak 

2. Untuk mengetahui akibat hukumnya terhadap eksepsi yang diterima dan 

ditolak 

Sedangkan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut 

I. Dapat mengetahui alasan atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 

menerima dan menolak suatu eksepsi 
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2. Dapat mengetahui akibat hukum atas suatu eksepsi yang diterima dan ditolak 

3. Dapat menambah pengetahuan tentang ihmu hukum secara praktis. 

4, Penelitian ini adalah dalas rangka menyusun sebuah skripsi sebagai syarat­ 

syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakeultas Hukum Universitas 

slam Sultan Agung Semarang 

• Terminologi 

Untuk lebih memperjelas maksud daripada skripsi ini, maka penulis akan 

me njelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam skripsi yaitu 

Penggugat/Eiser/Plaintiff yaitu orang atau badan hokum yang memerlukan 

atau berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karezanya ia 

me ngajukan gugatan 

Tergugat/Gedagde/Dependent yaitu orang/badan hukum yang terhadapnya 

diajukan gusatan atan tun#utan ha.k. 

Kuasa/Lasthebber yaitu wewenang, jadi pemberian kuasa berarti pemberian 

atau pelimpahan wewenang dari pemberi kuas»a kepada penerima kuasa, 

untuk mewakili kepentingannya 

Gugatan yaitu suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa 

pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna me muhihkcan 

kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan 
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Jawaban yaitu suatu bantahan/pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang 

diajukan untuk penggt8at 

Pengakuan yaitu membenarkan isi gugatan penggugat. 

Bantahan/verweer yaitu suatu pengingkaran terhadap apa yang dike mukakan 

pengggat dalam dalil-dalil gugatannya 

Eksepsi yaitu suatu scnggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap 

gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara 

Jawaban tergugat yaitu merupakan tang8apan, berisi pemnyataan-pernyataan 

baik yang sifatnya pengakuan maupun bantahan dan barus disertai dengan 

al asan-alas an 

Replik yaitu jawaban penggugat. 

Duplik yaitu jawaban tergugat 

R. Metode Penelitian 

Untuk mencapai sasaran yang tepat di dalam penelitian, penulis 

me nggunakan 

• Metode Pendekatan 

Dala penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan 

diskriptif, yaitu metode penelitian dimaksudkan sebagai jalan untuk 

emperoleh data dengan jalan mengumpulkan, menyusun dan menganalisa, 

sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan konkrit. Mengenai 

eksepsi serta akibat hukumnya dalam sengketa perdata 
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Metode semac am inilah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, 

dimana akan diuraikan tentang bentuk-bentuk eksepsi yang terdapat di dalam 

jawaban tergugat pada kasus-kasus atau sengke ta-sengketa yang terjadi da 

telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang, pertimban gan-pertimban gan 

hakim dalam menerima dan menolak eksepsi, serta akibat hukum dari eksepsi 

yang ditolak dan yang diterima 

2. Populasi 

Dalam penelitian jni penulis mengambil populasi sebagai sasaran 

penelitian adalah berupa kasus-kasus yang telah diputus oleh Pengadi lan 

Negeri Semarang 

3. Tehaik Sampling 

Tehnik sampling yang dipergunakan adalah Purposive Sampling 

Purposive sampling adalah suatu tehnik penarikan sarpel tidak dengan 

secara acak tetapi pengambilan sample terebut dengan pertinbangan­ 

pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian Dalam hal ini sebagai 

sampel adalah kasus-kasus yang didalamnya terdapat eksepsi dan telah 

diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang 

4. Jenis dan Surber Data 

Di dalam penelitian ini data yang terkurpul merupakan data 

kualitatif, yaitu data yang hanya dapat dipergunakan sesuai dengan anal'isis 

kualitatis pula, dan tidak dapat diklasifikasikan ata dikate gorikan dengan 

uk uran-ukvran tertentu. Sedangkan ditinjau dari sumber ya akan terdiri dari: 
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Data Primer, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 

langsung dari penelitian lapangan 

Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari buku-buku literatur, 

dokumen, laporan dan sebagainya 

5. Metode Pengumpulan Data 

a Library Research (studi kepustakaan) 

Satu metode ata tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

fakta, keterangan-keterangan dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen 

lain yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data dari 

library research ini merupakan data sekunder. 

b. Observasi 

Suatu tehnik pengumpulan dat dengan cara peneliti mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang ditefiti, 

¢, Wawancara 

Penulis akan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak 

Pengadilan Negeri Semarang, terutama para hakim yang menangani 

kasus-kasus yang diambil sebagai data 

6. Metode Analiss Data 

Setelah data yang penulis kumpulkan terasa cukup memadai, ma.ka 

data tersebut akan dipelajari dan dianalisis, kemudian ditarik suatu 

kesimpulan. Data yang terkumpul merupakan data kualitatif yang akan diolah 

dan dianalisis secars kaualitatif pula dengan analisis deduktif, dimana 

didasarkan pada hal-hal dan pengetahuan-penge tahuan yang sifatnya umum 
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untuk menarik had-hal yang khusus dan akhirya ditarik suatu kesimpulan 

G, itmatika Skripi 

Sistematika suatu skripsi adalah merupakan uraian mengenai penelitian 

itu sendiri secara teratur dan terperirci. Sehingga dapat memberikan suatu 

gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis. Kesemua uraian itu merupakan 

suatu kesatuan dimana tiap-tiap bab mempunyai hubungan antara satu dengan 

yang lain yang tidak dapat dipisah-pisahkan 

Dalam skripsi ini dibagi dalam 4 pembahasan yaitu. 

Bab I Pendahuluan, yang didalamnya akan diuraikan tentang latar 

belakang masalah, dimana didalamnya dibahas antara lain engenai tugas pokok 

hakim, kewenangan hakim, macam-macam jawaban tergugat dan alasan­ 

alasanya, selanjutnya penulis memberikan pembatasan masalah mengenai 

bantahan tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara (eksepsi), serta 

akibat hukumnya di Pengadilan Negeri Semarang, juga pertimbangan­ 

pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak suatu eksepsi, dari 

pembatasan tersebut kemudian penulis menumuskan masalah yang didalamnya 

berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan obyek 

penelitian, kemudian disebutkan pula tujuan dan kegunaan, metode penelitian 

dan yang terakhir adalah sistematika skrips 

Bab II pada bab ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan 

ggatan dan proses pemeriksaan dalam sidang yang antara lain membahas 

tentang pengertian permohonan dan gusaan, cara menyusun dan mengajukan 
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gugatan ke pengadilan dan proses pemeriksaan sengketa perdata dalam sidang 

pengadilan, selanjutnya juga diuraikan tentang pengertian dan isi serta cara 

me ngajukan jawaban tergugat, dan macan-acam eksepsi. 

Bab Ill pada bab ini dikemukakan tentang beberapa kasus-kasus tau 

sengketa perdata, dan kasus-kasus terse but dianalisis, sehuingga dapat diketahui 

tentang bentuk-bentuk eksepsi didalarn praktek di Pengadilan Negeri Semarang, 

alasan atau pertimbangan-pertimbanaan hakim dalam menerima dan menolak 

eksepsi, dan akibat hukum dari eksepsi yang diterima dan ditolak 

Bab IV kesimpulan, merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup 

dari bab-bab sebelurnya dimana akan diuraikan tentang kesimpulan-kesimp ulan 

dari basil peneitian dan saran-saran 



BAB II 

TINJADAN PUST AKA 

Pengertian dan Dar Huk uwmya 

Manusia adalah makluk sosial dan makluk politik (zoon politicon). Sebagai 

makluk sosial manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya dan sebagar 

makluk politik senantiass hidup dalam organisasi. Interaksi sosial antara sesama 

manusia itu adakalanya menyebabkan konflik diantara mere ka selingsa I (sat) 

pihak har us mempertahankan haknya dari piha.k lainnya atau memaksa pihak lain itu 

untuk melaksanakan kewajibannya 

Upaya untuk itu haruslah dilakukan menurut ketentuan hukum agar 

ketenteraman di dalam mas yaralat tidak terganggu karenanya Perbuatan main 

hakim sendiri (eigen righting) harus dihindarkan. Tindakan mempertahankan hak 

me nur ut hokum itu disebut gugatan, yaitu suatu upaya/ti ndakan untuk menuntut hak 

al.au memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas/kewajibannya, guna 

me mulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan 

Surat gugatan adalah salah atu dari permohonan (surat rekes) yang ditujukan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Ougatan dalam kelidupan sehari­ 

hari sering Juga disebut tuntutan, dakwaan, sedangkan sarjana lain menyebutnya 

sebagai Tuntutan Hak yaitu tindakan yang bertujuan memperoieh perlindungan yang 

diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigen righting" 

Senada dengan gugatan ialah Permohonan Penetapan, yaitu suatu 

permohonan dani seseorang atau beberapa orang pemo hon kepada Ketua Pengadilan 

12 



13 

Negeri yang berwenang untuk menetapkan suatu hal tertentu. Dalam hal permohonan 

penetapan tidak ada lawan berperkara, sehingga putusan hanyalah bersifat 

"declatoir" saja, sedangkan dalam gugatan ada lawan berperkara yang disebut 

Tergugat dan putusannya bersifat "condemnatoir" (perhukuman) serta 

pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui eksekusi, setelah putusan mempaayai 

kekuatan hukum tetap. Dalam perkara perdata senantiasa ada penggugat/para 

pengggat dan tergugat/tergugat-tergugat 

1. Pen@tat (iser/Plaintiff 

Dalam praktek suatu gugatan tidak selaranya bertujuan untuk menuntut 

sesuatu hak, tetapi adakalanya hanya untuk menunda suatu pembayaran atau 

penyerahan benda yang menjadi obyek perkara kepada peuggugat 

Pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan hak disebut penggugat/­ 

para penggugat, yaitu orang atau badan huukum yang memerlukan/berkepentingan 

akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat 

mutlak untuk dapat mengajokan gugatan adalah adanya kepentingan langsung/­ 

melekat dari si penggugat. Artinya, tidak setiap orang yang mempunyai 

kepentingan dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung 

mele kat pada dirinya. 

Orang yang tidak metapunyai kepentingan langsung/melekat bars 

mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang/badan hukum yang berkepentingan 

langsung untuk dapat mengajukan gugatan. Maksudnya guna mencegah agar 

tidak setiap orang asal saja mengajukan gugatan (tuntutan) hak ke pengadilan, 



yang akan menyulitkan pengadilan untuk memeniksanya Oleh karena itu, hanya 

kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang 

dapat diterima sebagar dasar gugatan 

Kepentingan yang cukup, berarti bahwa karena peristiwa hukum itu telah 

timbul kerugian bagi penggugat. Dan hal ini perlu segera diatasi guna 

me muhihkannya atau kalau dibiarkan terus akan menimbulkan kerugian lebih 

besar bagi penggugat, sehingga oleb karenanya perlu diputuskan keadaan itu, 

agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut. Sedangkan mempunyai dasar 

hukum berarti, bahwa gugatan itu tidak hanya diada-adakan saja, tetapi memang 

betul-betal ada. Juga, jelas dasar hukumnya penggugat menuntut heknya Dan 

adanya kepentingan hkum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat 

diterimanya suat gugalan oleh pengadilan 

Penggugat dapat terdiri dari orang perorangan/pribadi atau badan hukum, 

seperti PT, Yayasan, Koperasi, Persero, Perum, Perjan atau Badan Hukum 

Publik. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan telah dipikirkan dan 

dipertimbangkan, pakah penggugat betul orang yang berhak mengajukan 

gugatan ? kalau ternyata tidak berhak, maka gugatannya akan dinyatakan tidal 

dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). 

Dalam hal penggugat meninggal dunia ketika perkara sedang atau masih 

berlangsung di pengadilan, maka untuk diteruskan atau tidaknya perkara 

(gugatan) itu terserah kepada para ahli warisnya atau salah seorang dari ahli 

warisnya Untuk melanjutkan perkara itu, ahli waris lebih danulu me ngur us 

penetapan ahli waris atan surat keterangan ahli waris dari Pengadian Negeri 
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(bagi yang bukan beragama Islam) atau Pengadilan Agama bagi yang beragama 

Islam atau sekarang cukup surat keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa atau 

Kepala Kelurahan setempat dan diketahui oleh Camat. Kemudian, secara tertulis 

menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Negeri tentang kehendakny@ 

melanjutkan perkara terse but 

• Tergugat (Gedagde/Depenpent) 

Tergugat yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan 

gugatan atau tuntutan hak. Ter gugat dapat terdiri dari seseorang atau beberapa 

orang atau I (satu) baden hukurn atau beberapa badan hokum atau gabngan 

orang perorangan dengan badan hkum. Oleh karenanya, harus hati-hati dalam 

menyusun gugatan terhadap tergugat karena bisa jadi tergugatnya tidak tepat 

untuk itu, perhatikan tabel berikut ii:2) 

parwan Prinst, SH., Strategt Menysun dan Menangant Cugatan 
Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.5. 



I 
. 

No TerguenM Cugpt Ditujukan epad Dasar Huk 

I Orang per or angan . Orang per organ itu Pasal 6 No. 

2 Badan Hukum Publik . Badan IHukum Publik it RV 

(Negara/Pererintal) diwakili perimpinnya 

) Badan Hulan . Badan hukum itu diwakili 

Keperdataan (PT, pengnsnya, bila telal 

Yayasan, Koperasi) dibubarkan kepada salah 

seorang pemberesnya 

4 Fina . Selruh persero/salah seorang Pasa! 6 No.5 

persero RV 

$ cv . CV itu, diwakili persero Pasal 6No.S 

pengurus RV 

6 BUMN . Pererintah RI cq Departemen 

a Persero yang membawahi BUMN Cq 

b Perun BUMN itu diwakili 

c Perjan pip1nanny a 

7 BUMD (Badan Usahta . Peerintah RI eq Departeren 

Miik Daerah) yang mebawahinya, cq 

Peuda yang membawahinya, 

cq BUMD itu sendiri diwakili 

oleh pinpmnannya 

. 

Apabila Tergugnat atau salah seorang dari tergugat meninggal dania ketik 

perkara masih berjalan atan berlangsung di Fengadilan, maka atas perintaan 

Penggngat kedudukannya digantikan oleh para ahli wrisnya. Untuk itu, Penggaga 

harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Majelis hakis yang meeriksa 

perkara) tetang penggantian kedadukan Tergugt terse but oleht ahdi wartnya, 

dengan enebutkan alasan dan identitas (pea, uur, pekerjaant, 



al arat) dari masing- maing ahli waris. Dalam keadaan demikian tidak boleh ada 

ahli waris yang tidak ikut digugat 

3. Kua (Lathe bber) 

Dalam praktek peradilan kedudukan selaku Penggugat atau tergugat dapat 

diwakili oleh kuasa Undang-undang tidak mewajibkan untuk memakai kuasa, 

juga tidak melarangnya, tetapi mengatur tentang pemberian kuasa tersebut. 

Kuasa berarti wewenans, jadi pemberian kuasa berarti pemberian/­ 

pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, untuk 

mewakili kepentingannya 

Pemberian dan penerimaan surat kuasa itu dapat dilakukan dalam suatu akta 

umun, dalam suatu tulisan dibawah tungan, dalam bentuk sepucuk surat ataup un 

hisan 

Pemberian surat kuasa dapat dilakukan secara khusus atau secara mun. 

Surat kuasa khusus berarti hanya menyangkut 1 (satu) kepentingan saja, 

sedangkan surat kuasa umum meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa 

Dalam prakteknya untuk mewakili kepentingan para pihak (Penggugat/Tergugal) 

di Pengadilan haruslah dengan surat kuasa khusus. Demikian juga dalam 

me mindahtangankan benda-benda, meletakkan hipotik, atau untuk 1nembuat 

suatu perbuatan perdamaian, dan lain sebagainya. Penerima kuasa tidak 

diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya 



Dan bertindak sebagai kuasa/wakil baik dari Penggugat/Tergugat, negara 

at aupun pemerintah, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut 

yaitu. 

Kasa dari Penggugat/tergugat 

Harus mempunyai surat kuasa khusus, sesuai dengan bunyi pasal I23 ayat l 

HIR (Pasal 147 ayat I Rbg) 

Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalas surat ggat (Pasal 12 ayat I HIR, 

147 ayat I Rbg) 

Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan apabila gugatan 

diajukan secara lisan (Pasal 123 ayat I HIR, 147 ayat I Rbg) 

Ditunjuk oleh Penggugat/Tergugat sebagai kuasa atau wakil di dalam 

persidangan (Pasal 123 ayat I HIR, 147 ayat I Rbg). 

Memenuhi syarat dalam Peraturan Menteri Kehakiman 1/1965 tanggal 28 

Mei 1965 j0 Keputusan Menteri Kehakiman No.JP 14/2/11 tanggal 7 

Oktober 1965 tentang Pokrol 

Telah terdapat sebagai advocaat 

Sedangkan yang bertindak sebagai kuasa/walil dari negara ataupu 

pemerintah berdasarkan S.1922 No.522 dan Pasal 123 ayat 2 HIR (Pasal 147 

ayat 2 Rbg) adalah 

Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah 

parwan Prinst, SH., Op.cit, had.7 
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Orang- orang tertentu/pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk 

Mengenai kewajiban si kuasa dan pemberi kuasa diatur dalam Pass] 1800 

sampai dengan Pasal 1812 BW, yaitu sebagai berikat: 

a Melaksanakan kuasanya. 

Menanggng segala biaya 

Menanggung kerugian 

Menanggung segala bunga yang dapat tirbul karena tidak 

dilaksanakannya kuasa itu 

b. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi 

kuasa meninggal. 

c. Bertanggng jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan 

d Bertanggang jawab tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam 

menjalankan kuasanya. 

e. Memberi laporan tentang apa yang telah diperbuatnya 

f Memberikan perhitungan kepada pemberi kuasa tentang segala apa yang 

telah diterimanya berdasarkan kuasa (termasuk apa yang diterimanya itu 

tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa). 

Sedangkan kewajiban si pemberi kuasa yaitu 

a Memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa me nurut 

kekuasaan yang telah diberikan kepadanya 

+ parwan Prinst, SH., Op.cit, heal.7 
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b. Terikat dengan apa yang diperbuat oleh kuasanya diluar yang dikuasakan 

kepadanya, asal hal itu telah disetujui, secara tegas atau secara diam-diam 

c. Mengembalikan kepada kuasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan oleh kuasa untuk melaksanakan kuasanya 

d Membayar upah kuasa yang telah diperjanjikan 

e. Memberi ganti rgi kepada si kuasa tentang kerugan-kergian yang diderita 

sewaktu menjalankan kuasanya 

f Membayar bunga atau persekot-persekot yang telah dikeluarkan oleh kuasa, 

terhitung mulai hari dike luarkannya persekot-persekot itu 

g Dalam hal pemberi kuass secara kolektif, maka masing-masing pemberi 

kuasa bertanggng jawab untuk seluruhnya terhadap si kuasa mengenai 

segala alibat dari pemberi kuasa itu (renteng 

h. Si kuasa berhak menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada 

ditan gannya, sampai dibayvar lunas segala hak-hak si kuasa (Hak Retensi). 

4. Eksepsi 

Eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara 

Suatu eksepsi (tangkisan) disusun dan diajukan berdasarkan gugatan yang dibuat 

oleh penggugat dengan mencari kelemahan-kelemahannya atau hal-hal lain di 

luar gugatan yang ada hubungannya dengan gugatan yang dimaksud, yang dapat 

menjadi alasan menolak atau tidak diterimanya gugalan tersebut. 
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Eksepsi secara umum dibagi atas 2 (dua) yaitu: 

L. Esepsi Absolut 

Eksepsi Absolut me nyangkut kompetensi pengadilan yaitu: 

a Kompetensi Absolut (kewenangan absolut) 

Kompetensi absolut dari pengadilan adalah menyangkut keweaangan dri 

jemis pengadilan apa untuk memeriksa perkara itu. Apakah wewenang 

Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama (slam), atau 

Pengadilan Tata Usaha Negara? 

Di dalam kompetensi absolut, bahrwa kekuasaan pengadilan negeri adala 

perkara perdata meliputi semua sengketa tertang hak milik aiau hak-hak 

lain yang timbul karenanya, kecuali apabile didalam undang-undang 

ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutusnya Misalnya 

perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjedi wewenang 

Pengadilan Agama, perkara sewa menyewa rumah menjadi wewenang 

Kepala Kantor Urusan Perumahan (KUP), tentang Perselisihan 

Perburuhan Daerah (P4D) da Paitia Penyelesaian Perselisihan 

Perburban Pusat (P4P) 

Apa yang telah diuraikan di atas adalah merupakan wewenang pengadi lan 

egeri secara mutlak atau kompetensi relatif, yaitu wewenang badan 

peradilan dalar muemeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang 

secara mutlak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain 

1bud,heal.169 
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b. Kompetensi Relatif (Wewenang Relatif) 

Kompetensi relatif adalah menyangkut wewenang pengadilan (sejenis) 

mana untu.k memeriksa perkara itu ? 

Pada Pasal 17 BW menyebutkan bahwa tempat tinggal seseorang adalah 

tempat dirana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Maka akan 

lebih jelas apabila dilihat dari kartu penduduk orang tersebut. Tempat 

tinggal adalah tempat dimana seseorang tercatat sebagai penduduk, 

sedangkan tempat kediaman adalah tempat dimana seseorang sedang 

berdiam. Eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai 

keberatan harus dikerukakan pada kesempatan pertama Ter gugat 

memberikan jawabanya (Pasal 133 HIRPa±al 159 Rbg). Dan apabila 

tidak diajukan pada kesenpatan pertama itu, maka tidak dapat diajukan 

lagi (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 September 1972, 

Reg, No.1340K/Si/1971) 

Demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan eksepsi, khususnya 

yang menyanghut tentang kewenangan hakim, baik wewenaang absolut 

maupun wewenang relatif Sehingga apabila Tergugat berpendapat babwa 

Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang 

diajukan oleh Penggugat, maka ia dapat mengajukan keberatan atau eksepsi 

bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara itu, karena 

perkara tersebut adalah wewenang pengadilan lain atau pengadilan negeri di 

wilayah lain 
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Apabila alasan-alasan eksepsi dibenarkan dan eksepsi diterima oleh 

hakim, dalam hal ini eksepsi tentang tidak wenangnya hakim secars relatif, 

mnakca diktum putusan akan berbunyi bahwa Pengadilan negeri di ....... tidak 

berwenang mongadili perkara tersebut. sedangkan apabila eksepsi ditolak 

oleh Pengadilan Negeri karena tidak beralasan, maka dijatuhkan putusan sela 

dan didalam putusan tersebut diperintahkan agar kedua belah pihak segera 

melanjutkan perkaran ya 

2. Eksepsi Relatif 

Eksepsi relatif adalah suatu tangkisan yang tidak mengenai pokok 

perkara. Eksepsi ini harus diajukan pada jawaban pertama Ter gugat 

memberikcan jawabannya Eksepsi relatif meliputi had-hual sebagai berikut 

a Declinatoire Exceptie 

Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwanang 

memerika perkara atau bahwa gugatan batal, atau bahwa perkara yang 

pada hakikatnya sama dengan ini masih dalam proses dan belum ada 

putusan yang mempunyai kekuatan hokum pasti. 

b. Dilatoire Exceptie 

Adalah tangkisan yang tidak menyangkut gugatan pokok sama sekali. 

eksepsi itu hanya mengemukakan sesuatu, yang dengan itu menjadikan 

gugatan pokok itu tidak akan berhasif. Misalnya, benar Tergusa 

mempunyai hutang kepada Penggugat, tetapi belum jatuh tempo 

(perpanjangan jangka waktu pembayaran) atau gugatannya diajukan 

secara prematur 



¢. Pemtoire Exceptie 

Adalah tangkisan menyangkut ggatan pokok, atau meskipun mengakui 

kebenaran dalil gualan, tetapt mengemukakan tambahan yang sangal 

prinsipal dan karenanya ggatan itu akan gagal. Misalnya, dengan 

mengemukakan bahwa Tergugat tidak pemah berhutang kepada 

Penggugat atau hutang tersebut sudah lunas dibayar Tergusat kepada 

Penggugat, atau pernah dibebaskan dari hutang terse but dan sebagainya 

d. Disqualificatoire Exceptie 

Adalah tangkisan yang menyatakan bukan penggugat yang sebar usnya 

menggugat. Jedi inti dari tangkisan ini bahwa orang yang mengajukan 

gugatan itu teryata tidak berhakc 

e. Exceptie Obscuri Libelli 

Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur. 

Misalnya karena me lawan hak um atau tidak beralasan 

f Exceptie Plurium Litis Consortium 

Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula yang 

lain-lain bukan hanya Tergugat saja Hal ini larena ada keharusun para 

pihak dala gugatan harus lengkap. Tanpa menggugat yang lain-lain itu 

ma.ka subyek ggatan tidak lengkap. 

g Exceptie Non-adimpleti Contractus 

Adalah tangkisan yang menyatakan saya tidak memenuhi prestasi saya, 

karena pihak lawn jga wanprestasi. Keadaan ini dapat terjadi dalam hal 

persetujuan timbal balike 
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h Exceptie Rei Judicatie 

Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa perkara itu sudah perah 

diputus dan telah mempunyai ke kuatan hukum te tap. 

i. Exceptie Van Litispendentie 

Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa perkara yang sama kini masih 

bergantung masih dalam proses peradilan, belum ada putusan yang 

me mpunyai kekuatan pasti 

J. Exceptie Van Connexiteit 

Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa perkara itu ada hubungannya 

dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan/instansi lain dan 

be lum ada putusan 

k Exceptie Van Geraad 

Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa gugatan itu belum waktunya 

diajukan. Misalnya karena perjanjian belum jatuh tempo, jadi belum ada 

wanprestasi dan sebagainya 

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, sesungghnya eksepsi 

relatif tidal hanya terbatas pada alasan-alasan tersebut. Di dalam praktek 

yang dapat menjadi alasan mengajukan eksepsi relatif adalah hal-hal sebagai 

berikut 

a Posita dan petitum berbeda 

Misalnya ada hal-hal yang dimintakan dalam petitum padahal 

sebelumya hal itu tidak pemah disinggung dalam posita Padahal 

petitum tidak boleh lebih dari posita 



b. Kerugian tidak dirinci 

Dalam heal timbul kerugian maka kerugian mana harus dirinci etu 

persatu. Kerugian yang tidak dirinci dalam gugatan, juga menjadi alasan 

mengaj ukan eksepsi 

¢. Daluwarsa 

Suatu gugatan yang diajukan telah melebihi tenggang waktu daluwarsa, 

maka ha tersebut menjadi alasan mengajukan eksepsi. 

d Kualifikasi perbuatan tergugat tidak jelas 

Perumusan perbuatan/kesalahan Ter gugat yang tidak jelas akan menjadi 

alasan bagi Tergugat untuk mengajukan tangkisan 

e. Objek gugatan tidak jelas 

Objek gugatan haruslah secara jelas, dapat dimengerti, dan dirinci ciri­ 

cirinya. Ketidakjelasan objek ggatan akan menjadi alasan mengajukan 

tangkisan 

f Dan lain-lain 

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, eksepsi-eksepsi terse but 

dibedakan dengan penjawaban (sangkalan) yang ditujukan terhadap 

pokok perkara. Sebaliknya, eksepsi adalah tangkisan yang tidal 

menyangkut pokok perkara Eksepsi yang diajukan Tergusat, kecuali 

mengenai tidak berwenangya hakim (eksepsi absolut) tidak boleh 

diusulkan dan dipertimbangkan secara terpisah-pisah, tetapi harus 

bersama-sama diperiksa dan diputus dengan pokok perkara (Pasal 16 

HIR/pasal 162 Rbg) 
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Berikt adalah bagan perbedaan dan persamaan eksepsi absolut dan eksepsi 

relatirs 

Perasalahan Dala 
No. 

2 

1 [Saat mengajukan 

2 hi ka  diajukan buk 
pada sidang pertama 

Absolut 

3 
Boleh pada seti 
persidangan sebelun 
puts an 

Tetap di 
dan diputuska lebi 
dahulu. 

Relatif 

4 

Hanya pada sid 
pertama, saat jawaban 

..­ io.Sa 
putusan akhir, kecuali 
dalam perkara per 
ceraian (harus 
diperhatikan). 

3 [Alasa Eksepsi Berdasarkan ke- Berdasarkan kewenang 
wenangan absolut an relatif 

4 [Sikap hakim jika ter 
ata itu bukan ke 

enangannya, tetapi 
tidak ada eksepsi 

Ex-officer Hakim pasif, hanya jik 
ala eksepsi maka ia b 
bersikap, kcuali dal 
perkara cerai. 

Diputus dengan putus 
sela, kecuali eksepsi 
yang terlambat (dipu 
bersama putsan akhir). 

Diputus sebagai putus 
akhir. 

de Diputus 

putus.an se la 

Secara 
hakit 

menyatak.an diri ti 

berwepang 

o • 
utus an akhir. 

ika eksepsi diterima 

ika eksepsi tidak di­ 
era 

6 

5 

Catatan 

Dalam eksepsi lainnya, maka hakim secara ex officio, jika terdapat alasan-alasan 

tersebut, sekalipun tidak ada eksepsi dari pihak tergugat, dapat menetapk.an bahwa 

perkara tersebut tidak dapat diterima 

pr. HA Multi Arto, SH, Praktek Perare Perdata Pada Pengadilan 
Agama, Pustaka Pe lajar, hal. 104 
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5. Jwa.ban 

a Pengertian lsi Jawaban Tergogat 

Tentang jawaban Tergugat, baik mengenai pengertian maup un isinya, 

tidak dijelaskan di dalam HIR juga bukan merupakan kewajiban bagi 

Tergugat untuk menjawab mapun tidak menjawab gugatan tersebat 

Menurut Darwan Prinst, SH, jawaban adalah suatu bantahan/pengakuan 

mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan untuk Penggugat, karena itu 

jawaban disusun berdasarkan dalil-dalil gugatan 

Untuk mendukung dalil-dalil bantahan tersebut dapat digunakan sumber­ 

sumber kepustakaan, yurisprudensi, doktrin, kebiasaan-kebiasaan dan lain­ 

lain. Jawabannya hendaknya disusun secara singkat, jelas dan tidak mend ua 

arti. Dengan menggunakan bahasa hukum yang sederhana, mudah dimengerti 

dan singkat, dan untuk jawaban yang hanya berdasar pada logika kurang 

me ndukung bantahan. 

Jawaban Tergugat dapat terdiri dani 2 macam, yaitu" 

l) Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut 

tangkisan atau eksepsi 

2) Jawaban yang langsang mengenai pokok perkara (verweer ten 

principale) 

parwan Prinst, SH. Op.cit, hal.174 
" Ny.Retno Wutan Sutantio, SH dan Islandar Oerip Kartaswinata, SH, 

Hulum Acara Perdata dalam Teon dan Praktele, Mandar Maju, Bandung, 1997, 
heal.38 
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Didalanu Pasal 121 ayat 2 IHIR ditentukan, balowa Tergugat dapat 

menjawab ggal an, baik sec a lisan iapun seara ter~utis Dale 

mengajkan jawaban tersebut tergugat hrus hadir secara pribadi dalam 

sidang atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya pabila tergugat/kuass 

hkunnya tidak headir dala sidang meskipun mengirimkan suer at 

Jawabannya, tetap diilai tidak hadir dan jawabannya itu tidak pertu 

diperhatikan, kecuali dalam heal jawaban yang berupa eksepsi atan tangkisan 

bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang engadihi perka 

it 

Suatu jawbran biasanya berisik:an tangkieta-tangkisan yang bersifat; 

a BantahranTargkisan Prins.ipal 

Yaitu suatu pengigkaran terhaday apa yang dikemuk akan Penggugal 

dala dalil-dalil gugatannya. Misaluya, dalil gugatan menyatakan 

jawaban Tergugat akan ue yataka tidak be ear dirinya telaht wanprestasi, 

b. Pengakuan/pembewar an atau Tagkisan eksepsi 

dalil gugatan Fengeugat tintuk nenghndarkan agar jaogan sapai ada 

pengakuan yang tidak seerlukcan pembauktian lag, brasanya 

dipergunakan kata-kata seandainrya pun itu be near"atan "qwodoo 

Maksudnya tidak embatah secara tegas, tetapi juga tidak muengakui 

pr H A  Maki Ano, Sii, Up.ct, heal. Io 
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Didala jawabea it Tergsgat ala leak.nan jya me ngeaka aka 

faka-fakta bar tutu.k ebeak.an kedudukanrya, seand-nyap t 

Tergugat wanprestasi salnya, bukan karena keauanya sendiri, 

me laikan kare a adanya keadaan tertentu, seperti overweac ht, jahuh pailit 

dan sebsiya" 

R Tresna dalam komentarya tentang HI mengemukakan tentang 

l) Pelawnan prirsspal, yaitu dengan mana Tergugat embantahi 

kebenararya head-heal yang dike rukakan oleh Penggugat didalane 

tut utannya, denikian pula kebenaran dari akibat-alkibas hkumnya yang 

disimpulka dalam tuntutannya di atas hat-el itu 

2) Perlawanan exceptief, yaitu de ngan mana Tergugat tidak sear a langsang 

embantahi hal-bal dan akibat-akibat hukunya yang dike muk akan olelt 

Peuggugat didalam tututannya, akan tetapi dimana Ter gugat 

engusahaka tidak huasilnya ggtan itu dari samping, 

Pada umumnya yang diaksud dengan perlawaaa exceptief ala 

eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara, yang 

berisi tuntutan batalnya ggatan sedangkan yang dimaksud dengan san galan 

adalah sanggahan yang berhubungan de ngan pokok perkara 

soesilo, RIB/HIR dengan Ferjelasan, Politea, Bogor, 1983, heal. 81 
D g Tresa, komentar HIR, Pradnya Paraida, Jakarta, 1976, heal. 127 
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Meskipun HIR tidak menyebutka tentang syarat-syarat yang harus 

ditempuh didalam mengajukan jawaban Tergugat, tetapi sudah selayaknya 

apabila jawaban Tergugat itu harus disertai dengan alasan-alasan, karena 

dengan demikian jelaslah persoalannya 

Pasal 113 Reglemen Rechtvordering bagi Raad justiti dahulu menentukan, 

bahrwa bantahan harus disertai dengan alasan-alasan. Tidaklah cukup apabila 

Tergugat hanya sekedar menyangkal atau membantah gugaten saja 

Bantahan atau sangkalan yang tidak disertai dengan keterargan tidak 

dapat dianggap serius dan oleh sebab itu tidak dapat dianggap serius dan oleh 

sebab itu tidak perlu diperhatikan (Putusan Raad justitie Jakarta, April 1938, 

No.148//1937). 

Dari uraian di atas kiranya dapat disimpulkan apa yang dimaksud 

dengan jawaban Tergugat. Jawaban Tergogat adalah merupaka 

an ggap an, yang mana berisi pennyataan-pernyataan, baik yang sifatnya 

pengakuan maupun yang sifatnya bantahan dan harus disertai dengan 

alasan-alasan. 

b. Cara Mengajukan Jawaban Tergugat 

Seperti halnya dalarm mengajukan gugatan, dalam mengajukan 

tangkisan atau eksepsi pun dengan suatu ketentuan, tidak dapat sekehendak 

hati karena apabila tangkisan itu diajukan sekebendak hati kita, ada 

kemungkinan akan menguntungkan pihak lain, disamping danya 

kemungkinan ditolak oleh hakim, karena tidak memenahi ketentuan yang 

h supomo, lukum Acara Pengadilan Negeri, hal. 66. 
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ad 

berkasanrya hakio, tidak boleh dinajukan dan dipertinbangkan terpisah, 

perkara 

Menrut pedapat Wiryono Projodikoro, bahwa pasal 136 HI 

dapat me ngumpulkan atan menyatkan segala sesuatu yang ingin 

diajukannya dala jawalranya pala waktu ia reberi jawaban pad 

perulaan pemeriksaan perks' 

Menge na pengplan jawabn tergugat ins, menur wt pendapat Star 

Busmann yang dikutip oleh Sudiko, sementara ii ada pendapat ya it' 

jawban ala sangkalan apabila tidak diajukan sekaligus (eventual 

ax). Pendapat ii engendaki adanya konsentrasi dari adanya 

jawaban 

2 Jawabran dibenikan dalam kelompok-kelompok. Prinsip ini mer gharbat 

• Deikepentigan kedua be laht pihak yang berperkara, tuaka sepanj an$ 

pemeniksaan boleh diajukan jawaran-jawbran, akawn te tap hakm dapat 

giryono Projodikoro, lulu; Aear erdata di Indonesia Sur 

Bandung, 1980, heal 45 
IM sadikno Mertokuao, (et, heal 88 



)) 

egetaagkarya de lanarnya jalaaarya persidangan aup u 

peenikosan 

Apabila tevgugat dbeni kebebasan ntu.k mengajukan jawaban 

sekehendaknya, hal ini kengkiant akan vergikan pihak pengggat, 

Uutuk eudaAkan set 

mepercepat jalannya peerikan sulah selayakyalah kala jaw+wban 

ergngat baik yang berapa peal a map yang berupea bant·ha 

tees.auk didalaya tank.scan dan ±agl.alas tid.d dipieahe-pisahkan, tetap 

disatukan dalam sat faswat:an, sehingsa tdak engikan pihak peg&sat 

laal 16 IHl in negledaki adaya kotsetress jawalran. Aka 

tetap pewyattn jawaban i lraya eyangkut tentaug tangkisan (eksepsr], 

yang buka beluga de nga tidak berkasya hakin, dan sang,kcal an, 

Sangkalane yang langsung engeai pokok perkara, HI tidade 

e ngtar skat wot k diajuka pala pelean sedans, Sang.kalan tut dapal 

diajukan selava proses peeiksaant berlangsnug. Balkan sangkadant 

engenai pokok perkra ii yang bela diajukn pada pengathlan ne geri 

dapat diajukan prala tghat branding, asad saja tidak betentaagan dega 

sargkala yang diajukan pada tingkat pertamea 

Mengenai ketentuan tetag cara engajukan tangkisan ii, HI 

(KI) tidak merininya satu persatu didalau pasad-psalnya. kn tetapi, ala 

salah satu pasal didalam HI yang dapat digrakan sebragas pedora 

didalan e ngajukan satu tangkisn yaitn Pae-al 13$ Hp yang me ne ntkca 

sebaqz bet ikt 
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hika Terguga+ hpaggil menghalap Pengailan Negeri, edang 
me nrwt aturn Pasal 1 18 HI tidal usah menghadap hakim nal.a ia 
dapal meminta pala hakin, jika heal ini imajukan sebela sidang 
pertama, supaya haki enyatakan bwalwa ia tidal berkusa, sepeti 
gusatan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika Tergugat telaht 
me lahirkan sesatu per lawanan lain 

Dari Pasal 1l IHI ini, dapat disinpulkan bahrwa tagkisan ata 

eksepsi ini diajukan sebel sidang pertaa Jahi, sebelua diadakan si«dang 

pertaa kahi, Tergugat harts sudaht engajuka eksepsinya, jika ia memng 

beaks ntnl, megajha eksepsi. Hal ii berlala utuk s e a  ca 

kewenangan hakin, meskip diajukan sebe fu dang pertaa tetap aka 

perkra (Pnsal 16 H# 

Demikianlah beberapa hal yang enyangkut eksepsi, khususnya yang 

wewenang relatif. Set~igga apabila Tergugat berpendapat bahwa Peugadian 

Negeri tidal benwenag meneria, meerikosa dan uengachili perkara yang 

diajukan oleh Pengqugat, aka in dapat e ngj ukan keberatan ate eke·psi 

blewa Pengadilan Negeri tidak, berwenag engachihi perkara itu, kaena 

perkara terse but adaah wewenaag badan peradilan la atau l'egchi la 

Negeri di wilayah lain 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Di dalam bab I dan bab II telah dikemukakan beberapa hal yang berkaitan 

dengan eksepsi serta beberapa pasal yang mengatur tentang eksepsi 

Pada bab Ill ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai hasil penelitian tentang 

eksepsi serta akibat hukumnya dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri 

Semarang. Untuk hal ini akan dikemukakan beberapa kasus atau sengketa yang telah 

diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang. Dari sengketa-sengketa tersebut akan 

diambil datanya yang meliputi tentang 

• Para pihak yang bersengketa (penggugat dan terggat) 

2. Duduk perkaranya 

3. Jawaban tergugat yang berupa eksepsi atau tangkisan 

4. Putusan hakim 

5. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak eksepsi 

6. Akibat hukumnya suatu cksepsi diterima dan bagaimana jika ditolak 

7 Hasil analisis 

Dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka dapat diketahui tentang 

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak eksepsi, akibat 

hukumnya jika eksepsi diterima dan jika ditolak dan perlu atau tidaknya sita jaminan 

dilakukan serta alasan-alasannya sesuai dengan permasalahan yang telah 

dikemukakan pada bab I 

35 
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Berikut ini akan dikemukakan sengketa-sengketa yang telah diputus oleh 

Pengadilan Negeri Semarang berikut pembahasannya 

A. kepi Dalam Hukun/Sengketa N6.288/Pt,6/1994/P.N,Semarang Tentang 

Twnt utan Pelunasan Perjanjian Kredit karena Adanya Wanprestasi 

Putusan tertanggal 6 Jui 1995 

• Para pihak yang bersengketa 

PT. BANK DUTA CABANG SEMARANG berkedudukan di 

M. Anggrek Raya Semarang, dalam hal ini diwakili oleh BOY 

D JOENOES dan ZAIRMAN berkedudukan selaku Chief 

Manager dan Marketing Manager PT.BANEK DUTA 

CABANG SEMARANG. 

Tergugat I . H. MOCH BADRI 

Bertempat tinggal di JI. Kolopaking no..47 Kebumen 

II Ny. SOFIAH BADRI 

Bertempat tinggal di JI Kolopaking no.A7 Kebumen 

2. Duduk perkaranya ' Tuntutan pelunasan perjanjian kredit karena adanya 

wanpre stas 

Penggugat dan Tergugat berdasarkan perjanjian kredit dalam Surat 

Pengakuan Hutang tertanggal 22 Desember 1989 dibuat dihadapan Rosita 

Wibisono, SH. Notaris di Semarang telah diperpanjang jangka waktunya, 

dengan penyerahan jaminan secara Fiduciare Eigendoms Overdracht 

(FEO) berikut Surat Aksep dan Surat Kasa menjual tertanggal 13 Mei 

1990 dimana Tergugat I telah menerima kredit dari Penggugat berupa 

Pen ggugat 
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Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima jota 

rupiah) 

Dari hasil perjanjian tersebut, Tergugat I berkewajiban membayar bung 

kepada Bank berpa bunga PR sebesgar 28% per tabun serta membayar 

denda untuk setiap keterlarbatan pembay@ran bunga tertunggak (Penalty 

Overdue) sebesar 1%. 

Sejak bulan November 1992 Tergugat I tidak perah membayar bangs, 

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 dari Akta Notaris Rosita 

Wibisono, SH, tertanggal 22 Desember 1989 no.24 Bank berhak untuk 

seketika tanpa somasi mnengakhiri perjanjisn dan menuntut pembayaran 

yang terhutang oleh debitur. 

Cuna pelunasan kewajiban Tergugat I, Pengggat melakukan Lelang 

Umum pada tanggal 23 April I994 terhadap jaminan dan masih ada 

kekuranga/sisa kewajiban dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan 

GUGATAN PENAGIHAN HUTANG ini kepada Pengadilan dan 

ternyata Tergugat hingga saat ini belum me lunasinya 

Bahwa karena Tergugat telah nyata-nyata melakukan wanprestasi, 

Penggugat mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Sera@rang 

untuk melakukan Sita Jaminan atas barang-barang bergerak maup nun 

barang-barang tidak bergerak milik para Tergugat. 

3. Eksepsi dalam Jawaban Ter gugat 

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang 

pada pokoknya adalah sebagai berikut: 
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a Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena gugatan Penggugat tidak 

sesuai dengan Pasal 1H HIR ayat (I0) yang pada intinya berbunyi: 

Gugatan Perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan 

Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat bertempat tinggal", maka 

sugatan Penggugat haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Kebumen 

Karena Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di JI Kolopaking 

no.47ebumen 

b. Babwa gugatan Pengsga 

I. Boy D. Joenoes 

2. Zaerman, 

Secara jelas tidak mencantumkan kwalitas sebagai Penggugat hanya 

mencantumkan sebagai Penggugat saja, dan oleh karena itu gugatan 

Penggugat yang mencantumkan 2 (dua) subyek hukum, tanpa disertai 

kewalitas subye k hukum gugatan Penggugat kabur. 

c. Bahwa dalam perjanjian kredit tertanggal 22 Desember 1989 dihadapan 

Notaris Rosita Wibison, SH, Semarang bahwa antara Peaggugat dengan 

Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi suat kesepakatan, dimana 

Tergugat I menerima kredit dari Penggugat berpa pinjaman rekening 

koran sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan 

jaminan tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sertifikat Ha.k 

Milik No.317 tanggal 29 April 1974 yang terletak di Desa Kebumen, 

Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah yang 

dikenal Gang Teratai no.3411/74 seluas @ 630 m atas nama Ny. Sopiah 



39 

Badri dan tanah sertifikat Hak Milik no.317 alas ama Tergugat II telah 

dipasang Hypotik untuk jumlah butang Tergugat I sebesar 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada Pengsugat, serta I (sat) 

unit mobil Tangki No.pol AA-9368-AD guna pembayaran kembali 

hutang Tergugat I dan Tergugat II apabila suatu ketika Tergugat I dan 

Tergugat LI mengalami wanprestasi 

d Bahwa setelah Tergugat mengalami wanprestasi, maka jaminan sebidang 

tanah dan bangunan rumah di atasnya, sertifikat Hak Milik no.317 atas 

nama Tergugat II telah dieksekusi lelang umum pada tanggal 23 April 

1994 oleh Penggugat, dengan dilelangnya jaminan tanah dan bangunan 

rumah di atasnya, Tergugat I merasa hutangnya kepada Penggugat telah 

terbayar lunas. Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak terikcat lagi dengan 

perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Wibisono, SH 

Semarang no.24 tanggal 22 Desember 1989. 

4. Putusan Hakim 

MEN GADILE: 

Mengabulkan gugatan Penggugat atas para Tergugat untuk sebagian yaitu:" 

Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi" 

" Menyatakan sita jaminan yang teiah diletakkan atas sebuah mobil tangki 

no.pol AA-9368-AD sebagai dimaksud dalam berita acara sita 

No.03/Pen.CB/1995/PN Kbm Jo N6.288/PdtG/1994/PN Smg tanggal 24 

Mei 1995 yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen 

adalah syah dan berhar ga" 



Menghukum para Tergugat secara tanggang renteng membayar sea 

kewajibanya kepada Penggugat sebesar Rp.34.001.379,48 (Tiga puluh 

empat juta seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat pull 

de lapan sen) yang terdiri dani: 

- Sisa hutang pokok sebesar 

- Sisa hutang bunga 

- Sisa tunggakan biaya lelang sebesar 

Rp. 16.000.000,00 

Rp. 13.901.379,48 

Rp. 4.100.000,00 

" Menghukum lagi para Tergugat secara tangsung renteng membayar bunga 

kepada Penggugat sebesar 28% per tahun dari sisa hutang pokok 

Rp.16.000.000,- yang dihitung mulai sejak gugatan Penggugat terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang yaitu tanggal 4 Nopember 1994 

sampai dengan para Tergugat melunasi semua kewajibannya kepada 

Penggugar 

" Menolak gugatan Penggugat alas para Tergugat untuk selebihnya" 

5. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menolak eksepsi 

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan jawaban, dan didalam jawaban tersebut telah diajukan eksepsi 

Dengan demikian maka eksepsi Tergugat dipertimbangkan lebih dalulu 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggusat maka para Tergugat telah 

memajukan eksepsinya memohon/gugatan Penggugat atas para Tergugal 

ditolak yang setelah disimpulkan dari jawaben, duplik serta repliknya pada 

dasarya dengan mengemukakan dua macam alasan pokok yaitu aasan 

pertama gugatan Penggugat atas para Tergugat berdasar ketentuan Pasal 118 
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HIR seharusnya dimajukan ke Pengadilan Negeri Kebumen oleh karena para 

Tergugat bertempat tinggal di jalan Kolopaking no.47 Kebumen, dan sebagai 

alasan kedua subye k hukun gugatan Penggugat adalah kabur karena Roy D 

Yoenoes dan Zairman seara jelas tidak mencantumkan kwalitas sebagai 

Penggugat serta selanjutnya replik Penggugat ditandatangani Nurwulandari, 

SH bersama Sri Wardhani Legowati, SH selaku kuasa tanpa didasari adanya 

sur at kusa khusu8. 

Menimbang, bahwa gugatan Pengggat afas para Tergugat 

berdasarkan atas dalil-dalil telah melakukan wanprestasi karena sesuai 

dengan perjanjian kredit tertanggal 22 Desember 1989 telah mengalari 

perpanjangan/peuambahan kredit 

Menimbang, bahwa dalam menanggapi eksepsi para Tergugat, 

Penggugat telah menyampaikan bantahannya dengan mengemukakan alasan 

bahwa pengajuan gugatannya ke Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat 

sesuai dengan ketentuan pasal 14 Akta Pengakuan Hutang No.24 tertanggal 

22 Desember 1994 alas kesepakatan kedua belah pihak telah memilih 

domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negri Semarang 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat serta 

bantahan Pengggat dapat disimpulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat 

dipandang tidak beralasan me nurut hukum dan oleh karena itu harus ditolak 

6. Akibat huku adanya eksepsi yang ditolak 

Pada sengketa ini terdapat l (satu) macam eksepsi yaitu eksepsi 

tentang kewenangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu per kara, 
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yaitu tentang kewenangan hakim secara relatif Dan dinyatakan oleh hakim 

bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwepang untuk memeriksa 

perkara tersebut. Se hingga akibat hukumnya adalah sebagai berikut; 

a Terhadap eksepsi-eksepsi yang lain 

Karena hakim ata PN Semarang tidak berwenng meueriksa dan 

mengadili perkara tersebut, maka pemeriksaan terbadap eksepsi yang lain 

tidak dilakukan atau tidak dipertimbangkan 

b. Terhadap pokok perkara 

Sebagai akibat selanjutnya adalah mengabulkan gugatan 

Penggugat atas para Tergugat untuk sebagian yaitu menyatakan bahwa 

para Tergugat telah melakukan wanprestasi. 

e. Tehadap biaya perkara 

Karena dalam kasus ini gugatan Peng$gat atas para Tergugal 

dikabulkan untuk sebagian, maka biaya-biaya yang timbul sepanjang 

pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada para Tergugat sebagai 

pihak yang kalah perkara 

7. Hasil Analisis 

Di dalam jawaban Tergugat tersebut terdapat suatu eksepsi yaitu 

eksepsi tentang kewenargan hakim dalam memeriiksa perkara yang diajukan 

oleh Penggugat. Maka yang diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu 

adalah eksepsi yang menyangkut kewenangan hakim tersebut 

Berdasarkan pada pasal 1I8 HIR ayat (I) yang pada intinya berbunyi 

"Gu gatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaa PN di daerah 
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hukum Tergugat bertempat tinggail." Maka dengan demikian gugatan 

Penggugat seharusnya diajukan di PN Kebumen karena Tergugat I dan 

Tergugat LI bertenpat tinggal di Jalan Kolopaking no.47 Kebumen 

Alasan yang kedua bahwa gugatan Penggugat Roy. D. Yoenoes dan 

Zairman secara jelas tidak dicantumkan sebagai Pengggat saja, dan olel 

karena itu gugatan Penggsat yang mencantumkan 2 (dua) subyek hokum 

tanpa disertai kualits sub ye k hukunm, gugatan Penggugat kabur. Maka sesuai 

peraturan di atas, mengenai kewenangan PN terhadap perkara tersebut, PN 

Semarang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara 

terse but. 

Dalam hal ini eksepsi Tergugat tidak dipertimbangkn/diperhatikan 

hakim karena menurut hakim eksepsi semacam ini banya bersifat menunda 

gugatan atau tuntutan penggugat atau disebut eksepsi tunda atau disebut juga 

dengan eksepsi dilatoir atau eksepsi yang berdasar pada hukuan materiil. 

Pada kasus ini terdapat suatu eksepsi yaitu eksepsi yang berdasar pada 

hukum-hukum materiil, yaitu eksepsi yang me nyangkut tentang kewenangan 

hakim secara relatif, dimana dalam sengketa ini PN Semarang tidak 

berwenang temeriksa dan mengadihinya. karena perkara ini menjadi 

wewenang PN lain atau PN di wilyah lain 



B. kepsi dalam Hukum/Sengketa No.10@/Pdt'1990/P.N. Semarang Tentang 

Tuwnt utan Biaya Nafkh Bsteri dan Anak Setelah adanya Percerain 

Putusan tertanggal S Nopember 1990 

I. Para pihak yang bersengketa 

Pengggat Ny. YUNITA LUCKY INDRA ARTY ANI 

Bertempat tinggal di JI. Watugunung I No.84 Krap yak, 

Semarang Bar at; 

DENI HEND RAY ANA 

Bertempat tinggal di JI. Warigalit III No.2999 Krap yak 

Semarang 

2. Duduk perkaranya ' Tuntutan biaya nafkah isteri dan anak setelah adanya 

perceraan 

Penggugat dan Tergugoat menikah dihadapan Pegawai Kantor Urusan 

Agama di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Jawa Barat 

Dari basil perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang berama 

YUSTISIA NURFA INDRA PRADINA, putri lahir di Brebes pada 

anggal 28 Juli 1989, terlampir akta kelahiran tersebut no.I5/WNSR/89; 

Sejak bulan Agustus 1989 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan 

anaknya, sehingga Penggugat hidup sendiri dengan anaknya tanpa perah 

me ndapat nafkah apapun, baik nafkah Penggugat maupun anaknya; 

Penggugat sejak ditinggal pergi oleh Tergugat, untuk biaya hidupnya dan 

anak dari Tergugat dengan jerih payahnya sendiri; 

Tergugat 



Antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama 

Semarang pada tanggal 14 Mei 1990, jika sampai aatnya akan 

dibuktikan, 

Dan perbuatan Tergugat tersebut adalah mer upakan suatu perbuatan yang 

me langgar hukum, dan oleh karena itu patut antuk dijatuhi hukum an, 

Selanjutnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dari Tergugat 

sampai dewasa dan biya hidup Penggugat selama menjadi isteri 

Tergugat, maka penggugat minta ganti rugi atas perbuatan Tergugat 

terse but 

3. Eksepsi dalam Jawaban Ter gugal 

Alas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang 

pada pokoknya adalah sebagai berikut 

a. Putusan Pengadilan Agama belum mempunyai kekuatan hukum 

Jika memang benar perkawinan antara Penggugat dan Ter gugat telah 

terjadi perceraian di Pengadilan Agama Semarang sejak tanggal I 

Mei 1990 ebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam nomor 

S, dalam hal ini sampai saat ini tergugat tidak pemnah mengetahui atau 

diberi tahu putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dari 

Pengadilan Agama Semarang; 

Menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, Putusan yang demikian 

itu belum mempunyai kekuatan hukumn yang tetap, 

Dengan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

tersebut, maka jika Penggugat saat ini sudah mengajukan gugatan 
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mengenai natkah anak dan isteri, hal ini berarti gugatan Penggugat 

diajukan terlalu papi, yang sebenarya belunm saatnya untuk diajukan 

ke Pengadilan. Karena itu gugatan Penggugat tidak benar dan 

bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga sudah 

selayaknya dan patut jika gugatan Penggugat ditolak atau setidak­ 

tidaknya tidak dapat diterima 

b. Putusan Pengadilan Agama Semarang belum dikukuhkan 

Menurut pasal 63 (2) UU No.I tahun 1974 j0. Pasal 36 PP No.9 tabun 

1975, bahwa setiap putusan Pengadilan Agama agar dikukuhkan oleh 

Peradilan Urur; 

Putusan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat dari 

Pengadilan Agama Semarang sampai saat ini belum dikukuhkan oleh 

Pengadilan Negeri Semarang 

Dengan belum dikukuhkanaya putusan Pengadilan Agama tersebut 

berarti putusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Karena itu gugatan yang diajukan Penggugat saat ini terlala dini. Dan 

semestinya belum saatnya diajukan ke Pengadilan. Sehingga $ugatan 

Penggugat tidak benar dan bertentangan dengan hukum acara yang 

berlaku. Dengan demikian patut dan layak jika gugatan Penggugat 

ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterira, 

e. Pengadilan Negeri tidak berwenang 

Berdasarkan pasal 49 (2) UU No.7 tahun 1989, tentang Pengadilan 

Agama disebutkan bahwa penentuan biaya nafkah isteri atau anak 
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menjadi wewenang Pengadilan gar, 

Karena itu terhadap gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan 

Negeri Semarang antuk me minta natkah pada isteri dan anak adalah 

sal ah alamat, karena ggatan tersebut diajukan kepada pengadilan 

yang bukan wewenangnya. Sehingga wajar atan patut jika Pengadilan 

Negeri Semarang menolak gugatan tersebut atau setidak-tidaknya 

tidak menerima gugatan Penggugat; 

4 Putusan Hakim 

MENGADILI. 

Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang" 

" Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.27.500, 

(dua puluh tujuh ribu limarat us rupiah) 

$, Pertinbangan-pertimbangan hakim dalam menerima eksepsi 

Menimbang, bahrwa didalam gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan jawaban, didalam jawaban tersebut telah diajukan eksepsi, 

dengan derikian maka eksepsi Tergugat dipertimbangkan lebih dahulu 

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat, sebelum 

mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan pokok 

perkaranya, yait point A dan I maka dipertimbangkan lebih dahulu eksepsi 

point C yaitu mengenai Pengadilan Negeri tidak berwenang 

Menimbang, bahrwa eksepsi Tergugat berdasarkan UU No.7 tahun 

1989 tentang Pengadilan Agama yang mulai berlaku pada tang8al 

diundangkan, yaitu pada tanggal 19 Desember 1989, di dalam pasal 4 ayat l 
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ditentukan bahrwa Pengadilan Agama bertugas dan berwennng memeriksa, 

me mutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara 

orang-orang yang beragana Islam di bidang . a perkawinan, b . . d an  

selanjutnya dan ayat 2 dan selanjutnya jo. Penjelasan tentang undang­ 

I 
, 

undang tersebut pasal 49 ayat 2 point 7 dan 13. 

Meimbang, bahwa karena gugatan Penggugat diajukan setelah 

Undang-Undang no.7 tahun 1989 berlaku, maka atas pertimbangan­ 

pertimbangan tersebut sudah tidak berwenang lagi. Selanjutnya Pengadilan 

Negeri menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilf 

gugatan Penggugat; 

6. Akibat hukur adanya eksepsi yang diterima 

Pada sengketa ini terdapat beberapa macam eksepsi, sedangkan salah 

satu eksepsinya adalah tentang kewenangan hakim dalam memeriksa dan 

mengadili suatu perkara, yaitu tentang kewenangan hakin secara absolut 

Dan dinyatakan oleh hakim bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk 

mnemeriksa perkara tersebut. Selingga akibat hukumnya adalah sebagai 

berikaut 

a. Terhadap eksepsi-eksepsi yang lain 

Karena hakir atau Pengadilan Negeri tidak berwenang 

memeriksa dan mengadili perkara tersebnt, maka pemeriksaan terhalap 

eksepsi yang lain tidak dilakuken atau tidak dipertimbangkan. 



b. Terhadap pokok perkara 

Sebagai akibat selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap pokok 

perkara tidak dilakukan atau tidak dipertimbangkan 

e. Terhadap biaya perkara 

Karena pada kasus ini dapat dikatakan bahwa yang dime nangkan 

adalah pihak tergugat, raka biaya perkara ditanggung atau dibebankan 

epada Penggugat 

7Hasi l  Analisis 

Di dala jawaban Tengugat tersebut terdapat beberapa eksepsi. Dan 

di antara beberapa eksepsi tersebut terdapat eksepsi yang menyangkut 

kewenangan hakim dalarm memeriksa perkra yang diajukan oleh Pengggal 

Maka yang pertama-tama diperiksa dan dipertitbangkan adalah eksepsi yang 

me nyangkut kewenangan hakim tersebut. 

Eksepsi Tergugat berdasarkan Undang Undang No.7 tahun 1989 

tentang Pengadilan Agama yang mulai berlakc pada tanggal diundangkannya, 

yaitn pada tanggal 19 Desember 1989 

Di dalas pasal 49 ayat I Undang Undang tersebut menyatakan, 

bahwa 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus serta 

menyelesaikan setiap perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yan$ 

beragama Islam di bidang 

a Perawinan 

b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 
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e Wakaf dan Sadakah 

Selanjutnya didalanm ayat 2 pas.al terse but disebutkan bahwa bidang 

perkawinan yang diaksudkan dalam ayat I huruf a ialah ha-hal yang diatr 

didalam atau berdasar Undang Undang mengenai perkwinan yang berlaku, 

yaitu UU No.I talon 1974 

Selanjutnya di dalam penjelasannya disebutkan tentang hal-hal yang 

termsuk di dalam bidang perkawinan antara lain adalah tentang tunt utan 

biaya atau natkah isteri dan anak 

Karena sugatan Pengggat diajukan setelah UU No.7 tabun 1989 

berlaku, maakn mengenai kewenangan Pengadilan Negeri terhadap perkara 

tersebut, Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang memeriksa dan 

mengndihi perkara terse but 

Tentang eksepsi yang lain yang telah disebutkan di dalam point A dan 

B, heal ii tidak dipertimbangkan oleh hakim, karena di dalam kasus in yang 

pertama-tama dipertimbangkan oleh hakim adalah eksepsi yang menyangkul 

tentang kewenangan seorang hakim dalam temeriksa suatu perkara 

Sedangkan menurut pertimbangan hakin, memang Pengadilan Negeri tidal 

berwenang ntk mengachili perkara tersebut 

Meskipun terhadap eksepsi A dan B tidak diperhatikan oleh hakim, 

tetapi ada ha-hal yang perlu dikali di dalam eksepsi itu sendiri, yaitu 

mengenai alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya 

adalah menyatakan bahwa ggatan penggugat belum saatnya untuk diajukan 

ke Pengadilan ata gngatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan. Eksepsi 



semacam ini bersifat menunda gagatan atau tuntutan Penggugat, ata disebut 

dengan eksepsi tunda Disebut juga dengan eksepsi dilatoir atan eksepsi yang 

berdasar pada hk materiil 

Menurut pasal 63 (2) UU No.I tahun 1974 jo. Pasal 36 PP No.9 tahn 

1975,bahwa setiap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama agar 

dikukuhkan oleh Peradilan Umum 

Sejak berlakaya Und~ng- Undang no.7 tahun 1979 make pengukuban 

tersebut tidake diperlukan lagi, karena perkara perkawinan menjadi wewenang 

Pengadilan Agama. Juga tentang tuntutan nafkah isteri dan anak adalah 

wewenang Pengadhilan Agama sepenuhnya 

Pada kasus ini terdapat beberapa macam eksepsi yaitu eksepsi yang 

berdasar pada hukm-hkum for mil dan eksepsi yang berdasar pada huk um­ 

hukum materiil. Esepsi yang berdasar pada hukum-hukum formil adalah 

eksepsi yang menyangkut kewenangan hakim secara absolut. Pada sengketa 

ini Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, karena 

perkara ini menjadi wewenang Pengadilan A gama 

Sedangkan eksepsi yang menyangkut atau berdasar pada hukum­ 

hukum materiil adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan ini belum 

saatnya untul, diajukan ke Pengadilan. Ini disebut juga dengan eksepsi 

dilator 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpula 

I. Alasan atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalar enerira dan 

menolak eksepsi dapat dihihat dari adanya 2 (dua) kewenangan hakim, yart 

kewenangan absolut dan kewenangan relatif 

Kewenangan absolut menyatakan bahw PN tidak berwenang memeriksa 

atan mengadili perkara tertentu karena menjadi wewenang badan peradilan 

lain, heal ini diatur di dalarn Pasal 134 HIR. Sedangkan kewenangan relatif 

menyatakan bahw PN tertentu tidak berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili suatu perkarn tertentu karena perkara tersebut menjadi wewenang 

P'N lain, kewenangan ini diatur di dalam Pasal 125 (2) dan Pasal 133 HIR 

2. Dasar hk um dapat diterima/tida.k terimanya suatu eksepsi dapat diihat dart 

hal-hel yang diajukan di dalam eksepsi tersebut cukup beralasan atau tidak 

Selain itu, eksepsi juga me mpunyai akibat hukum yartu apabila suatu eksepsi 

tidak diterima/tidak disetujui maka hakim akan menjatuhkan putusan st la 

sebagai berikut yaitu menyatakan bahwa eksepsi Tergugat ditolak. 

Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut, 

temerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara, dan 

menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan ak hr 

Sedangkan apabila suatu eksepsi diterima, maka hakita akan menjatuhkan 

putusan sebagai berikut yaitu menyatakan bahwa eksepsi Tergugat diterima, 
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tdak berwenang 

mengadili perkara tersebut dan menghukum Penggugat untuk membayat 

biaya perkara 

B. Saran 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam 

mengajukan suatu gugatan harus diperhatikan dengan baik, bahwa yang diberi 

kuasa dan juga tergugat atau para tergugat harus benar-benar orang yang dapat 

mewakili pihak yang bersangkutan. Pengajuan gugatan secara keliru, artmnya 

yang diajukan atau ditujukan terhadap orang yang tidak dapat mewakili suatu 

badan hukum atau yang tidak dapat bertindak sebagai wali, jadi bukan wakil 

yang sah dari penggugat atau tergugat, akan berakibat fatal bagi penggugat 

Gugatan akan dinyatakan tidak diterima 

Apabila hal itu terjadi, maka berarti bahwa penggugat akan kehilangan 

waktu, uang dan tenaga dengan percuma. Dan untuk menghindari hal itu, maka 

para pihak yang berperkara termasuk hakim didalamnya harus bersikap waspada 

dalam menanggapi dan menerima suatu cksepsi. Begitu pula terhadap seseorang 

yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan, perlu diperhatikan hal-hal yang 

dapat mengakibatkan ditolaknya atau tidak diterimanya gugatan karena adanya 

eksepsi 
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an sebagaimana mestinya. 

Oikeluarkan di &emarang 
pada tao9gal, 

ENGAD IL N NEGERI SEMARANG 
U KORDINATOR K K.A. 

d. .. e  
-  A  __ snRAG lr1. - SH, _:t.� 
IP. 040 053 819. 
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